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ABSTRAK

Peraturan daerah adalah produk yuridis daerah oleh kepala daerah dan
DPRD. Isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan
yang menurut hierarki lebih tinggi tingkatannya, sedangkan ruang lingkup
peraturan daerah tidak boleh meluas ke daerah lainnya. Salah satu kewenangan
yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.
Membentuk peraturan daerah, berarti melakukan/proses pembuatan peraturan
daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Oleh karena itu
mekanisme penyusunan dan penetapan perda dapat mempengaruhi karakter dan
profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai
produk hukum daerah maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama
pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa.
Mekanisme penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran
dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah
penyusunan dan penetapan peraturan daerah di Kabupaten Pangandaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau tidak serta mengapa banyak
rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pangandaran yang gagal disusun.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian
ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu peneliti dapat langsung menemui
Kantor Bupati Kabupaten Pangandaran dan Kantor DPRD Kabupaten
Pangandaran. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun
menggunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian di
analisis menggunakan metode desktiftif kualitatif sehingga mendapatkan suatu
analisis dari rumusan masalah yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan dan
penetapan perda tahun 2015 di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang
menghasilkan 13 Perda dan 3 diantaranya berasal dari inisiatif pemerintah daerah
dibandingkan pada tahun 2014 hanya berupa Peraturan Bupati saja. Faktor
penghambat dalam penyusunan dan penetapan perda tahun 2015 di Kabupaten
Pangandaran yaitu tidak semua SKPD bagian perumusan dan penyusunan produk
hukum memiliki kemampuan dalam bidang hukum terutama dalam penyusunan
dan penetapan perda, SKPD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan
perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya
keterbukaan informasi antara staff dengan SKPD bagian perumusan dan
penyusunan produk hukum sehingga kurangnya data yang di dapatkan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah adalah produk yuridis daerah oleh kepala daerah dan
DPRD. Isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan
yang menurut hierarki lebih tinggi tingkatannya, sedangkan ruang lingkup
peraturan daerah tidak boleh meluas ke daerah lainnya. Salah satu kewenangan
yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.’
Secara komprehensif, peraturan daerah itu dibentuk bukan (hanya) disusun,
dibahas, ataupun ditetapkan. Membentuk peraturan daerah, berarti
melakukan/proses pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk dapat menetapkan peraturan daerah,
terlebih dahulu haruslah dibuat rancangan daripada peraturan daerah tersebut.
Membuat raperda yang baik sama halnya dengan membuat rancangan undang-
undang.

Dr. Levelt, seorang ahli dalam bidang otonomi dan desentralisasi di dalam
masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu berkata dalam bukunya “Handleiding

Voor Locale Belastingverordeningen” 1993, bahwa membuat undang-undang itu

! Irwan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989),
him. 1.



disamping pengetahuan tentang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara
diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga
perlu diganti dan penyelenggaraan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan
tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Namun dalam perkembangannya, Undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah menimbulkan banyak penyimpangan, diantaranya
adalah semangat kedaerahan yang tidak terkendali, politisasi aparat pemerintah,
organisasi lembaga DPRD, pengawasan keuangan daerah yang timpang dan
ketidakseimbangan wewenang antara DPRD dan kepala daerah dalam penyusunan
peraturan daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal

2 |bid.



236 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
sebagaimana memuat materi muatan, yaitu: (a) penyelenggaraan otonomi daerah
dan tugas pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.® Dengan banyaknya ketimpangan tersebut,
maka pada tahun 2014 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan porsi yang sama
antara kepala daerah dan DPRD dalam hal kewenangan legislasi. Untuk
menyikapi permasalahan tersebut, dilakukan perubahan-perubahan, terutama yang
berkaitan dengan pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah, yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-undang kemudian
ditetapkan juga perubahan kedua terhadap Undang-undang Republik Indonesia
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Produk hukum daerah sebagaimana
dalam pasal 2, 3 dan 4 permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan
produk hukum daerah yaitu bersifat pengaturan dan penetapan yang berbentuk
perda atau nama lainnya (yang terdiri dari perda provinsi dan perda
kabupaten/kota), perkada (peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota), PB

KDH (peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama bupati/walikota), dan

® Lihat Pasal 236 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah.



peraturan DPRD (peraturan DPRD provinsi dan peraturan DPRD
kabupaten/kota). Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b
berbentuk : keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan
DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.*

Paska lepas dari Kabupaten Ciamis, pertama kalinya Kabupaten
Pangandaran menyusun APBD bersama DPRD. Selain itu anggaran sebelumnya,
hanya dalam bentuk peraturan bupati. Akan tetapi saat ini sudah menjadi perda
Kabupaten Pangandaran No. 1 Tahun 2015.° Ketua DPRD Kabupaten
Pangandaran lwan M Ridwan S.Pd M.Pd mengatakan sampai saat ini sudah ada
44 Raperda yang harus diselesaikan oleh DPRD Kabupaten Pangandaran menjadi
perda.® Pemerintahan daerah mengusulkan 29 raperda dan badan pembentukan
perda DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan 15 Raperda menjadi inisiatif
DPRD. Dari 29 Raperda dari pemerintah daerah hanya 3 Raperda yang sudah
ditetapkan, 23 Raperda dalam tahap evaluasi gubernur, 1 Raperda dalam tahapan
pansus dan 2 Raperda lagi pengusulannya ditangguhkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Kabupaten Pangandaran
yang dijadikan lokasi penelitian ini salah satu kabupaten baru yang mempunyai

jumlah penduduk yang cukup banyak. Dari uraian tersebut, dapat ditemukan

* Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

> Pertama kalinya Pemkab dan DPRD Kabupaten Pangandaran Susun APBD Bersama, 11
Maret  2015.  http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/03/11/319336/pertama-kalinya-
pemkab-dan-dprd-pangandaran-susun-apbd-bersama, diakses pada hari rabu tanggal 28 Oktober
2015 Pukul 15:42.

6 DPRD Pangandaran Usulkan 15 Raperda,
http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kabupaten/pangandaran/2015/dprd-
pangandaran-usulkan-15-raperda.html, diakses pada hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 Pukul
07:49.


http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/03/11/319336/pertama-kalinya-pemkab-dan-dprd-pangandaran-susun-apbd-bersama
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/03/11/319336/pertama-kalinya-pemkab-dan-dprd-pangandaran-susun-apbd-bersama
http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kabupaten/pangandaran/2015/dprd-pangandaran-usulkan-15-raperda.html
http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kabupaten/pangandaran/2015/dprd-pangandaran-usulkan-15-raperda.html

permasalahan terkait dengan “Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Perda

di Kabupaten Pangandaran”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan
diajukan oleh penyusun adalah :
1.  Apakah mekanisme penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten
Pangandaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2.  Mengapa banyak raperda di Kabupaten Pangandaran yang gagal di susun?

C. Tujuan dan Kegunaan
1.  Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Apakah mekanisme penyusunan dan penetapan perda di
Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
mengapa banyak raperda di Kabupaten Pangandaran gagal di susun.
2.  Kegunaan Penelitian
a.  Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan hasil
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum tata
negara pada khususnya melalui penyusunan tentang mekanisme penyusunan dan
penetapan perda di Kabupaten Pangandaran.

b. Manfaat Praktis



Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat
berharga dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dan bagi
berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan dan penetapan perda, serta
diharapkan penelitian ini mempermudah pemahaman atas perkembangan tata
pemerintahan daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran
dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan perda serta dapat menjadi bahan

informasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis hasil-hasil peneliti yang
pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan
dengan penelitian yang akan dilakukan.” Untuk menghindari terjadinya kesamaan
terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan
beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan penyusunan dan
penetapan perda dan pemerintahan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi Somadi Alfaqih, dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”.® Yang mengkaji bagaimana peran

BPD dalam penyusunan dan penetapan perdes, faktor kendala yang

mempengaruhi fungsi legislasi BPD. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala

"Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Press,
2009), him. 3.

 Somadi Alfagih. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan
Penetapan Pperaturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”
(Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Skripsi,
Tahun 2013.



dalam proses penyusunan dan penetapan perdes dan bagaimana upaya yang
dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala.

Skripsi Indah Trisiana M dengan judul “Pembentukan Peraturan Daerah
Banjarnegara Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  (Studi di  Kabupaten
Banjarnegara)”.” Yang mengkaji tentang pembentukan peraturan daerah
berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan
peraturan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 Tahun 2010 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjarnegara. Hasil dari penelitiannya adalah : (1)
Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah
raperda itu berasal dari DPRD baik provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah
daerah dalam hal ini gubernur, bupati/walikota dimana akan dibahas melalui
tingkat-tingkat pembicaraan antara DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
bersama dengan pemerintah daerah baik gubernur, bupati/walikota sampai pada
keputusan untuk menerima atau menolak raperda. Apabila raperda diterima maka
akan dilakukan penetapan oleh pimpinan DPRD, (2) pembentukan peraturan
daerah di kabupaten Banjarnegara didasarkan pada peraturan DPRD Kabupaten

Banjarnegara nomor 170/16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten

Banjarnegara. Raperda dapat diajukan olen DPRD maupun bupati, yang dibahas

% Indah Trisiana M. “Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Banjarnegara Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Studi di Kabupaten Banjarnegara)”, (Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman), Skripsi, Tahun 2013.



melalui dua tingkat pembicaraan yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan
bupati dan apabila Raperda itu disetujui olen DPRD dan bupati maka akan
disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Kemudian Sigit Riyanto, dengan judul ‘“Pelaksanaan Tugas DPRD dalam
Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Klaten”.*® Yang mengkaji mengenai
tata cara dalam pembahasan penetapan peraturan daerah APBD tahun 2009 di
DPRD Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan.

Selanjutnya Royhatun Thoyyibah, dengan judul “Peran Fungsi Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan
Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”.** Yang mengkaji mengenai fungsi Legislasi
DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2010-2013. Hasil penelitiannya yaitu: (1) DPRD
Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan fungsi legislasi penyusunan peraturan
daerah tahun 2010-2013 sudah benar menurut aturan yang berlaku, dibandingkan
dengan periode 2004-2009 dimana anggota DPRD tidak sama sekali
menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan peraturan daerah, semua
produk hukum pada masa itu berasal dari pihak eksekutif yang dalam hal ini
adalah pemerintah daerah, akan tetapi pada tahun 2010-2013 dari peraturan daerah

yang telah dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerahnya beberapa

19.Sigit Riyanto, “Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembahasan
dan Penetapan Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 di
Kabupaten Klaten”. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), Skripsi, Tahun 2009.

1 Royhatun Thoyyibah,, “Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”. (Yogyakarta :
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Skripsi, Tahun 2015.



yang berasal dari inisiatif DPRD. Dari 43 peraturan daerah yang dihasilkan pada
tahun 2010-2013, hanya 11 yang berasal dari inisiatif DPRD, dan sisanya yaitu
masih berasal dari inisiatif pemerintah daerah. Pada tahun 2013 DPRD tidak
adanya peraturan daerah yang dihasilkan dari DPRD dalam penyusunan peraturan
daerah. (2) hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanan fungsi legislasi
DPRD Cirebon tahun 2010-2013 diantaranya adalah kurang memiliki keahlian
dalam penyusunan peraturan daerah dikarenaan latar belakang dari anggota DPRD
yang berbeda-beda.

Tesis Nurdin sipayung, “Pengawasan DPRD terhadap Implementasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bedagai Serdang”.'?
Menekankan tentang belum dijalankannya pengawasan yang ada pada DPRD, dan
kendala dari DPRD itu sendiri, baik eksternal maupun internal.

Dari skripsi dan Tesis yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat

perbedaan subjek dan objek yang akan diteliti, yaitu dalam penelitian ini lebih

kepada mekanisme penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran.

E. Kerangka Teori

Untuk mempertajam analisa digunakan beberapa teori yang relevan dengan
kajian ini, yaitu sebagai berikut penjelasannya :
1.  Negara Hukum

Negara adalah identik dengan hukum, dimana ada tertib hukum disitu ada

negara atau sebaliknya dimana ada negara disitu ada tertib hokum, jadi negara

2 Nurdin Sipayung, “Pengawasn DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati di Kabupaten Bedagai Serdang”, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2008.
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pada prinsipnya adalah suatu Zwangs-Ordnung, suatu tertib hukum yang bersifat

memaksa.’* Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan

terjemahan langsung dari rechsstaat. Istilah rechsstaat mulai populer di Eropa
sejak abad XX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.*

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa tidak ada
suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau UUD. Negara
dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama
lain, seiring berkembangnya zaman gagasan negara ini mulai muncul secara
eksplisit pada abad ke-19 yang mana Julius Sthal menyatakan unsur-unsur dari
negara hukum (rechsstaat) adalah :

a.  Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia;

b.  Pemisahan atau pembagian kekuasaan;

c.  Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

d.  Peradilan administrasi dalam perselisihan.™
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara Hukum berarti suatu negara yang di

dalam wilayahnya adalah :

a.  Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan
dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara
maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-
wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang

berlaku:

3 Soehino, Hukum Tata Negara : Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia,
(Yogyakarta : Liberty, 1985), him. 84.

¥ Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 2011), him. 73.

15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Ull Press, 2003), him. 3.
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b.  Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari
asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat
administrasi  berdasarkan undang-undang, tanpa dasar undang-undang,
badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan
yang dapat mengubah atau memengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.*’

2. Otonomi Daerah

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat,
dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya, telah memiliki tujuan
akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil makmur, material dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan lebih terperinci dalam
pembukaan UUD 1945 yaitu :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan Kketertiban dunlig yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam
Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dan
Undang-undang nomor 9 tahun 2015 mengatur asas desentralisasi, asas
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Namun dalam perubahan UUD 1945 Pasal

18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah

kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

16 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia........ , hlm. 75.

" Ibid, him. 78.

18 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan
di Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), him. 19.
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asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa

pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan

otonomi (termasuk tugas pembantuan).’® Dalam rangka untuk memahami dan

mengerti proses pelaksanaan dan kegiatan pemerintahan daerah, maka ada fungsi-

fungsi khusus pemerintah daerah yang mencakup :

a.

1)

2)

1)

Fungsi-fungsi Otonom, yakni :

Wewenang pemerintah daerah untuk membina urusan rumah tangga daerah

dan pemerintah daerah otonom yang lebih rendah;

Wewenang untuk bersama DPRD menetapkan perda, menyusun APBD dan

lain sebagainya.

Fungsi Madebewind/Tugas Pembantuan, Yakni :

Fungsi pemerintahan umum, terdiri dari :

(a)

Kegiatan pengendalian administrasi pemerintahan daerah, guna
menunjang berhasilnya tujuan pemerintahan yang berhubungan

dengan masalah :

Pembinaan, penyusunan, perencanaan dan pengendalian
organisasi atau kegiatan manajemen umum, mengadakan
hubungan ada kerja sama antara Badan-badan/Instansi
pemerintah di daerah termasuk Badan-badan dan pemerintahan
dari masing-masing eselon. DPRD maupun dengan golongan

masyarakat.

9 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia........ , hlm. 310.
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o Pengendalian operasi ialah meliputi hal-hal yang tidak termasuk
sub | dan terdiri atas tugas-tugas pemerintahan yang bersifat
lapangan.

(b) Menjaga dan melakukan inisiatif agar dilaksanakan serta ditaatinya
seluruh perda oleh seluruh badan atau aparatur pemerintahan di
masing-masing eselon/instansi, maupun oleh setiap warga masyarakat.

(c) Koordinasi dan pengawasan atas jalannya pemerintahan umum oleh
kepala daerah dan antara dinas-dinas daerah dan jawatan-jawatan
vertikal yang beroperasi di daerah serta badan-badan pemerintahan
dari eselon yang lebih rendah (pemerintah kotamadya/kabupaten
kecamatan-desa).

2)  Fungsi keamanan dan Ketertiban

Bersumber kepada wewenang kepolisian untuk menjaga agar terdapat
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan caranya ialah dengan
melakukan daya upaya yang bersifat preventif, ialah pencegahan atas terjadinya
tindakan kriminal, maupun tindakan represif atau tindakan penanggulangan,
termasuk penanggulangan terhadap bencana alam dan bahaya kebakaran wabah
penyakit.
3)  Fungsi pembinaan Hansip dan Wanra, satuan hansip sebagai sarana/alat

kamtib.
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4)  Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang gangguan/hider
ordonansi, sebagai penjagaan terhadap pencemaran lingkungan.?

Istilah otonomi secara Etimologi berasal dari bahasa latin “autos” yang
artinya sendiri dan ‘“nomos” yang artinya aturan. Dari sudut itu kemudian
beberapa sarjana memberi arti otonomi ini sebagai “zelwetgeving” atau
pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah
sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut RDH. Koesoemahatmadja, sesuai
perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti
“perundangan” (regeling), mengandung pula arti pemerintahan (bestuur).?

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks
negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisa
agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintah secara
keseluruhan. Kelahiran suatu pemerintahan tingkat daerah adalah adanya konsep
pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur dari negara hukum. Dalam
hal kekuasaan negara itu dibagi-bagikan, maka terdapat dua macam pembagian
kekuasaan yaitu : Secara Horizontal, Pembagian secara horizontal didasarkan atas
sifat tugas yang berbeda jenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-lembaga.
Sedangkan Secara Vertikal, Menimbulkan garis hubungan antar pusat kekuasaan
dan cabang-cabangnya, ada dua bentuk yaitu : Pertama, pelimpahan sebagian
kekuasaan kepada sebagian orang-orang dari pusat. Kekuasaan yang berada pada

cabang-cabangnya, untuk melaksanakan kebijaksanaannya yang telah ditetapkan

20 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan
di Daerah,................. , hlm. 8-9.
? Ibid, him. 60.
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oleh pusat kekuasaan. Kedua, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-
orang dari cabang-cabang.?

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam
menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu
aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan
perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak
lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta
pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat, sebagai konsekuensi dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan (unitarisme), otonomi
daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (central government), sedangkan
pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda
halnya dengan otonomi daerah di negara federal, yang otonomi daerah telah
melekat pada negara-negara bagian sehingga urusan-urusan yang dimiliki oleh
pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara
bagian.?

3. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah masalah yang selalu dihubungkan dengan
ajaran Moetesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politika. Walaupun pada
kenyataannya ajaran Moetesquieu sulit dilaksanakan, namun ajarannya itu
mengikat kepada Kita, bahwa kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai

berada di dalam satu tangan, karena dengan demikian akan timbul kekuasaan yang

22 Abdul Aziz Hakim, Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi
Langsung, (Yogyakarta : Toga Press, 2006), him. 54.

% Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),
him. 85-86.
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sewenang-wenang. Oleh sebab itu kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan
dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan (Scheiding Van Macten)
yang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan
yudikatif dengan pengertian bahwa untuk melaksanakan kekuasaan-kekuasaan
tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu terpisah satu sama lain (Scheiding
Van Macten), sehingga dengan demikian tidak ada campur tangan antara badan-
badan itu dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing. Dalam
ketatanegaraan yang lazim melakukan kekuasaan legislatif adalah parlemen atau
DPR, sedangkan kekuasaan eksekutif ada pada presiden atau kabinet yang
dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh
badan-badan kehakiman. Selanjutnya, bahwa didalam ajaran Trias Politika itu
terdapat suasana checks and balance dimana dalam hubungan antar lembaga
negara itu terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh
melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga
tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu
perimbangan kekuasaan.**

Namun dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan
kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan
yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam
bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk
menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga

terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

?* Moh. Kusnardi Bintar R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarat : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1978), him. 30-31.
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Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”.
Menurut KBBI pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi
beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak
lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan
(memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah
pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh
negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga
negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu
pihak/lembaga.?

Seperti yang diterangkan diatas secara visual nampaklah bahwa kekuasaan
dapat dibagi dengan dua cara:

a)  Secara vertikal, yaitu : pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan
dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa
tingkat pemerintah. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan
secara teritorial (Territirial Division of Power). Pembagian kekuasaan ini
dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara
kesatuan, negara federal, serta konfederasi.

b)  Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara
horizontal. Pembagian ini menunjukan perbedaan antara fungsi-fungsi

pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih

% http://clickgtg.blogapot.com/2008/11/teori-pembagian-kekuasaan diakses pada hari sabtu
tanggal 31 Oktober 2015 Pukul 08:15.
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dikenal sebagai Trias Politika atau pembagian kekuasaan (Devision of

Power).

Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dapat dinamakan pembagian
kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat
pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial,
misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian suatu negara
federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut
persoalan federalisme. Persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari suatu negara
sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu
persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berbeda dalam suatu wilayah.
Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal (yaitu dalam suatu
konfederasi) atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal (yaitu dalam suatu
negara kesatuan).?® Pembagian kekuasaan secara horizontal, seperti dimuka sudah
disinggung, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada
hubungannya dengan doktrin Trias Politika. Trias Politika adalah anggapan
bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, Pertama, kekuasaan
legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering
disebut Rulemaking Function); Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering
disebut Rule Application Function); Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekusaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering

disebut Rule Adjudication Function). Trias Politika adalah suatu prinsip normatif

% Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 267.



19

bahwa kekuasaan-kekuasaan (Functions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada
orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang

berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.?’

F.  Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan
dalam mekanisme penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran
yaitu :
a.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu
peneliti dapat langsung menemui Kantor Bupati Pangandaran di Kasubbag
Perundang-undangan bagian hukum dan Kantor DPRD Kabupaten Pangandaran
yaitu Kabag Perundang-undangan.
b.  Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu
suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam
Undang-Undang itu diterapkan dalam satu masyarakat, yaitu melalui wawancara
atau observasi.
2.  Subyek dan Obyek Penelitian

a.  Subyek Penelitian

2 1bid, him. 281-282.
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Subyek penelitian ini yaitu Kasubbag Peraturan Perundang-undangan
bagian hukum Setda Kabupaten Pangandaran dan Kabag Perundang-undangan
DPRD Kabupaten Pangandaran.

b.  Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu mekanisme penyusunan dan penetapan
perda dan pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan oleh bupati Kabupaten
Pangandaran dalam penyusunan dan penetapan perda.

3. Sumber Data
a.  Data Primer

Data Primer merupakan data yang penyusun peroleh melalui penelitian di
lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara
dengan pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data primer metode yang
digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai
proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penyusun melakukan
analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum
mekanisme penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran.

b.  Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dalam hal ini diperoleh dari
beberapa literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta
buku-buku ilmiah. Dengan menggunakan sumber data sekunder dari segi
kekuatan hukumnya maka terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

1)  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat, terdiri dari segala peraturan perundang-undangan



2)

3)
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dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
seperti : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Serta Peraturan Perundang-Undangan
lainnya yang berkaitan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-
undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum,
literature hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum lainnya termasuk dokumen
penelitian.?

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud adalah Kamus
Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi
Hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi Tiga hal yaitu :

Observasi

%8 J. Lexy, Moelunong, Metodologi Penelitian Kuaitatif, (Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya, 2006), him. 12.
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Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku
manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan
mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah
satu aspeknya.”® Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara
langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian dan mencatat secara
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti, peneliti akan
melakukan observasi di Kabupaten Pangandaran secara umum dan melakukan
pengumpulan dan pencatatan terhadap data-data yang diperoleh saat melakukan
observasi di kantor bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pangandaran.

b.  Wawancara

Teknik Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan
mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh
informan. Wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.®® Penyusun
melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung kepada
responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan dengan
pedoman wawancara, penyusun juga menggunakan metode wawancara
mendalam, yaitu dengan melakukan uji coba terhadap masalah yang diteliti guna
mendapatkan informasi data yang lebih akurat dan objektif. Adapun yang menjadi
objek wawancara dalam penyusunan skripsi ini adalah : Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan bagian hukum Setda Kabupaten Pangandaran dan Kabag

Perundang-undangan DPRD Kabupaten Pangandaran.

2 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 2008), him. 22.
% Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001),
him. 101.
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c.  Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penelitian ini. Penyusun akan mencari dan mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian sebanyak-
banyaknya dan mendeskripsikan dalam bentuk susunan data yang mudah
dimengerti.
5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan diteliti bersifat deskriftif kualitatif,
yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu
kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriftif.**

Digunakan
pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami
gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik
asas-asas hukum (“Rechsbeginselen”) yang dapat dilakukan terhadap hukum
positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.*

Penyusun menganalisis secara deskriftif kualitatif, dimana data yang
disajikan secara deskriftif yakni dengan menjabarkan mekanisme penyusunan dan
penetapan perda di Kabupaten Pangandaran menjadi sebuah pemerintahan yang
baru, disajikan dengan data-data yang ditemukan dan data-data yang terkait

dengan permasalahan kemudian dianalisa dari perundang-undangan. Penyusun

menggunakan metode induktif, yaitu analisis data yang bersifat khusus, seperti

*L Ibid, him. 32.
%2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia,
1984), him. 252.
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halnya data dari lapangan, kemudian ditarik konklusif yang dapat

menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penyusun
membuat sistematika pembahasan yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini
yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci
sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang bertujuan untuk menghantarkan
pembahasan secara keseluruhan, pada bab ini akan menguraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab kedua, Merupakan tinjauan umum tentang pemerintahan daerah dan
pembentukan perda yang memuat tinjauan umum tentang otonomi daerah dan
pemerintah daerah serta tinjauan tentang pembentukan perda yang memuat
tentang pengertian perda, maksud dan tujuan pembentukan perda, landasan dan
asas pembentukan perda, tahapan atau proses pembentukan perda dan perda
sebagai produk hukum legislatif daerah.

Bab ketiga, Uraian tentang pelaksanaan mekanisme penyusunan dan
penetapan perda di Kabupaten Pangandaran yang memuat deskripsi Kabupaten
Pangandaran, gambaran umum tentang Bupati Pangandaran, dan mekanisme

pembentukan per perda Kabupaten Pangandaran.
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Bab keempat, yaitu tentang penyajian dan analisis terkait mekanisme
penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran, dan hambatan-
hambatan serta solusi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam
penyusunan dan penetapan perda.

Bab kelima, adalah bab penutup, yang mana dalam bab ini berisikan
kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab

pertama.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme

penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran, penyusun dapat

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Pembentukan perda di Kabupaten Pangandaran didasarkan pada keputusan
DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 188.4/Kep.08/DPRD/2015 tentang
persetujuan terhadap rancangan program pembentukan perda inisiatif DPRD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2015. Raperda dapat diajukan oleh DPRD
maupun bupati yang dibahas melalui dua tingkat pembicaraan yang
dilakukan oleh DPRD bersama bupati, dan apabila perda itu disetujui oleh
DPRD dan bupati maka akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk
dilakukan penetapan.

Bupati Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan penyusunan perda
tahun 2015 sudah benar menurut aturan yang berlaku, dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya dimana pemerintah daerah tidak sama sekali
menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan perda karena Kabupaten
Pangandaran adalah pemerintahan baru yang diama pembentukan
pemerintahan Kabupaten Pangandaran tahun 2012 sehingga peraturan yang
berlaku di Kabupaten Pangandaran itu hanya berupa Peraturan Bupati

dan/atau Keputusan Bupati. Akan tetapi pada tahun 2015 dari raperda yang
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telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD cukup banyak
yang berasal dari inisiatif pemerintah daerah.

Hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penyusunan dan
penetapan peraturan daerah di Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah
kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah dikarenakan
latar belakang dari staf ahli pemerintahan daerah yang berbeda-beda,
kurangnya koordinasi dalam mengkaji dan mengevaluasi daftar tunggu
raperda yang sudah ada di pemerintah daerah.

Saran

Berangkat dari pembahasan skripsi ini penyusun menyarankan beberapa hal

sebagai berikut :

1.

Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan penyusunan serta
penetapan perda agar aspirasi benar-benar diperhatikan dan partisipasi
masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak agar produk
hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari
masyarakat serta pelaksanaannya berjalan efektif.

Pemerintah daerah dengan adanya hak inisiatif pemerintah daerah
diharapkan untuk dapat menggunakan hak inisiatifnya tersebut secara lebih
efektif dan pro-aktif dalam pembuatan perda dengan menyesuaikan
kepentingan masyarakat yang beragam, karena tidak dipungkiri bahwa
pemerintah daerah adalah pondasi atau penyangga masyarakat dan negara.
Pembentukan perda dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,

untuk itu diharapkan adanya kerjasama yang maksimal antara kepala
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daerah/bupati dengan DPRD sehingga menghasilkan suatu perda yang
mempunyai aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Untuk staf ahli pemerintah daerah dan SKPD sebaiknya perlu mengadakan
pelatihan atau workshop tentang penyusunan perda bagi staf ahli, terutama
bagi staf ahli yang kemampuan ilmunya berbeda dengan bidang dan
tugasnya. ini menjadi penting, karena untuk membekali staf ahli tentang
teknik legal drafting sehingga dapat memahami tata cara penyusunan suatu
perda karena ini akan menunjang dalam pelaksanaan pemerintah daerah

Kabupaten Pangandaran.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
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Kode Pos 46393
—————
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 188.4/Kep. o /DPRD/2015

TENTANG

PENETAPAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINPAH
KABUPATEN PANGANDARAN DENGAN DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 °

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang . a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat
daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerab
yang disusun bersama Pemerintah Daerah dan dilaporkan
dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan
Keputusan DPRD;

b.

bahwa atas pertimbangan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
dan Pimpinan Fraksi-fraicssi DPRD Kabupaten Pangandaran
tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya akan dilaporkan oleh
Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk mendapatkan
persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, telah disetujui dalam Rapat Paripurna
DPRD tanggal 29 Januari 2015 serta Persetujuan
Rancangan Nota Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD, maka Persetujuan dimaksud perlu ditetapkan
dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran.



Mengingat

.Ul

Indonesig Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); N

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negarg (Lernbaran Negara Republik Indonesig Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesig Nomor S5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tenitang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tahun 2014 Nomor 244 »

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

tentang Pembentulkan Produk Hukum Dacrah (Beritg
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

10.

11.

Surat Penjabat Bupati Pangandaran Nomor 188.341/67.a-
Huk/201s tanggal 16 Januari 2015 Hal Daftar Rancangan
Peraturan Daerah Tahun 2015;

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-

fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran tanggal 26 Januar
2015; '

Rapat Paripurna DPRD

Kabupgtcn Pangandaran tanggal
29 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menyetujui terhadap Rancangan Program Pembentukan
Peraturan . Daerah menjadi  Program Pembentukan
Peraturan Daerah dan Persetujuan Rancangan Nota
Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupazien Pangandaran dengan DPRD Kabupaten
Pangandaran tentang Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 20 i35, dengan

daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah
sebagai berikut:

1. Raperda tentang Lambang Daerah;
Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah;

3. Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

4. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pangandaran;

S. Raperda tentang Bangunan Gedung;

6. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

7. Raperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

8. Raperda tentang Pajak Hotel;

9. Raperda tentang Pajak Restoran;

10. Raperda tentang Pajak Hiburan;

11. Raperda tentang Pajak Reklame; o

12. Raperda tentang Pajak Penerangan Jalan;

13. Raperda tentang Pajak Air Tanah;
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.. 16.
17.
18,

V4 19,
20,

21

. 22,
23.

24,

25.

26.
27.
28.

«29.
30.

31.

32.

33

3S.
36.

37.
38.
39.
40.

41

Raperda tentang Retribusi
Penginapan/ Pcsanggrahan; \ ,
Raperda  tentang Retribusi tentang Pemakaian
Kekayaan Daerah;

Raperda tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Raperdg tentang Retribusi Terminal;

Raperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Raperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan;

-Tempat Rekreasi,

. Raperdg tentang Retribusi Pelayanan Parkir gj Tepi
Jalan Umum;

Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Raperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;

Raperda tentang Retribusi Penyediaan dan ’atau
Penyedotan Kakus;

Raperda téntang Retribusi Pengendalian Menara
Telckomunikasi;

Raperda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Raperda tentang Retribusi Izin Gangguan;

Raperda tentang Retribusi Izin Trayek; dan

Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
Raperda tentang Tata Cara’ Pemilihan, pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Raperda tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa;

Raperda tentang Sumber-sumber Pendapatan dan
Kekayaan Desa;

- Raperda tentang Madrasah Diniyah;
34.

Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan
Sodaqoh;

Raperda tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata;
Raperda tentang Tata Keija dan Disiplin Aparatur Sipil
Negara;

Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame;

Raperda tentang Penyelenggaraan Hotel;

Raperda tentang Penyelenggaraan Restoran;

Raperda tentang Penyclenggaraan Hiburan;

- Raperda tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan;
42,

43.
*. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Raperda tentang Penyelenggaraan Ajr Tanah;
Raperda tentang Penyelenggaraan Izin;

Lingkungan Hidup.
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KEDUA

KETIGA

KEMPAT

KELIMA

KEENAM

ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Pangandaran
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Sebagai tindaklanjut dan pelaksanaan Diktum KESATU
dan Diktum KEDUA, dengan ini menyetujui Rancangan
Nota Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan antarg
Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD
Kabupaten Pangandaran tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015,

Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, merupakan
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimang
tercantum dalam Diktum KESATU dapat dirubah dai
disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan
Perundang-undangan tanpa harus merubah Keputusan
DPRD terlebih dahulu.

Keputusan ini mulaj berlaku sejak 'tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
Padatanggal Januari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

-

. o

IWAN M. RIDWAN
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